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TENTANG

PEMBEITfi'KAfi TIM PEIITGELOLAAIT PAI} DESTINASI WISATA
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAITRAGA

NABUPATEN HALMAHERA BAIIAT
TAHUN 2025

BUPATI HALMAI_ItrRA BARAT,

Menimbang : a. trahr,r.a Pengelolaan PAD Destjnasi Wisata merupakan bagian integrai
dari pembangunan Daerah yang hams dikeiola secala sistematis,
terencana, terpadu, berkeianjutan, dan bertanggung jarvab dengan
tetap memberikan perlindungan t"erhadap nilai-nilai agama, hudaya
yang hidup dalam mas3-arakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup,
serta kepentingan daerah;

b. bahr,va pengembangan potensi sumber dava lokal Destinasi Wisata
perlu d.ikelola secara profesional untuk peningkatan kualitas pelayanan
kepada rnasyarakat serta peningkatan pendapatan asli daerah sektor
kepariwisataan guna untuk mewujudkan pemLrangunan pariwisata
berkelanjutan;

c. tlahwa berdasarkan perdmbangan sebagaimana rlirnaksurl huruf a, dan
b, maka periu menetapkan Keput"usan Bupati tentang Fembentukan
Tim Pengelolaan PAD Destinasi Wisata pada Dinas Pariwisata dan
Kepemudaan Olahraga Kabupaten F{almahera Barat Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Unrlang-
undang Nomor 23 Darurat Tahrin 1957 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Su,atantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Srn'atantra'lingkat
I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi
Maluku Utara, Kabupaten Burr dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
(Lembaran Negara Tahun i999 Nomor 774, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3895);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2AO3 bntang Pemtrentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepuiauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota
Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku lJtara;

4. lJnrlang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik; (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan l,embaran
Negara Nomor a*a6 );

5. Und,ang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisalann
{l,embaran Negara Republik Indonesia 'lahun 2009 Nomor 11,
Tambahan kmbaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4966),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun
'2O'2O tentang Cipta Ke{a {Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
'2020 Nomor 245, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

6. Undang-undang Nomor' 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
{Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan l,embaran
Negara Nomor 5038 );
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7. Undang-unrlang Nomor L2 Tahun '2A17 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 201 1 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233 );

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Femerintahan Daerah
{Lembaran Negara Tahun 2Ol4 Nomor '224, Tambahan l-embaran
Negara Nomor 5587 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunarr dan Penerapan Standar Peliryanan Minimal {kmbarar:
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tamtrahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585);

l0.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2A12 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 'ZAO9 tentang Pelavanan Publik
(I-embaran Negara Tahun 2012 Nomor '215, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5357);

11. Peraturan Pemerintah Nomor trB Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL6 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Reputrlik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 'lahun 201q tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah {Lemtlaran Negara Republik Indonr:sia Tahun 2019
Nomor 73, Tarutrahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomr:r
60ai);

J.3"Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 20i3 tentang Pengelolaan
Pelayanan Publik {Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 19i};

14.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2A16 tentang Pedoma-n
Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Keparir,r'isataan Provinsi dan
Kabupaten/Kota iBedta Negara Republik Indonesia Tahrin 2016 Nomcr
1173);

l5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun '2A2A tentang
Petunjuk Teknis Peirgelalaan Keuangan l)aerah;

16.Peraturan Daerah Katrupaten Flaimahera Barat Nomor 2 Tahun 2{}21
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun '2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah KaLrupaten Hahnahera;

l7.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Pe nye lenggaraan Ke pariw{s ataan Daerah;

lB.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 22 Tahult 2A22 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Ke{a
Ilinas Parirvisata dan Kepemudaan Olatxaga Kabupaten Flalmahe::a
Barat

l9.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2A25
tentang Anggaran Pendapatan Beianja Daerah Kabupaten Halmahera
Barat Tahun Anggaran '2425;

20.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun )0'25 tentang
Penjabaran Anggaral Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran '24'25.

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Pariu,.isata dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten
Halmahera Barat Nornor : 556/265.alXXXl2A24, penhal : Permohonan
Penerbitan SK Pengelola PAD Sektor Pariwisata Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menet-apkan

KESATU Pernbentukan Tim Pengeloiaan PAD Destinasi Wisata pada Dinas Parirvisata
dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Halmahera llarat Tahun 2425,
dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan
ruerupakan tiagian yang tidak telpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
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Destinasi Wisata sebagaimana dimaksud Diktum KtrSATU, terdiri dari :

1. Rappa Peiangi Resort,
2. Area Festival Teluk Jailolo,
3. Desa Wisata Naga,
4. Destinasi r,r,isata lainn-va.

Tim Pengelolaan PAD Destinasi Wisata pada Dinas Pariwisata dan
Kepemudaan Olahra ga Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksurl
dalam Dikturn KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

Mengangkat Tenaga Harian lepas Pengelola destinasi wisata.
Mengelo}a dan melakukan inventarisasi Aset destinasi wisata.
Penataan destinasi wisata dan memastikan keamanan destinasi urisata.
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah {PAD}.

Tim Pengelolaan PAD Destinasi Wisata pada Dinas Pariw{sata dan
Kepernudaan Olahraga Kabupaten Flalmahera Barat diberikan Honorarium
perbulannya dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah;

Segala Biaya ,v*ang timbul akibat. ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah (APBD) pos anggaran Dinas
Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Halmahera Barat Tahun
Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

o

b.
C.

d.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 15 Jar:. 2425

BARAT,BUPATI

1 Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. BPK R.l Penvakilan N{aluku Utara di Ternate.
3. inspektur Inspektorat Kab. Haimahera Barat di Jailoio.
:{. Kepala Badan Keuangan clan Aset Daerah Kab. Halmahera Barat cli Jailo1o.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mesrin-va.

Ass. Bid. Administrasi Umum

Kadis Pariwisata & Kepemudaan

Kabag. Hukurrr & Orgs.



LAMPIRAN : KtrPUTUSAN RUPATI I.IALMAHtrRA BARAT
NOMOR : Ll{ IKPTS/ I l2t}25
TANGGAL: lct JAhir*iA(r'l '2A25

TtrNTANG : DA]ITAR SUSUNAN TIM PtrNGtrLOLAAN PAD DtrSTINASI WISATA PADA
DINAS PARIWISATA DAN KtrPEMUDAAN OLAHRAGA KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN ANGC}ARAN 2025

ISo 1\[ama Jabatan
Besaran

Honorarium
{oB}

Ket

1 Kepala Dinas Pariwisata dan
Kepemudaan 01ah Raga

Penanggung Jawab Rp. 3.500.000

2 $ekretaris Dinas Pariwisata
dan Kepemudaan Olah Raga

Sekretaris Rp. 2.500.000

J Kepala Bidang Destinasi
Dinas Pariwisata dan
Kepemudaan 01ah Raga

Koordinator Wisata
Rappa Pelangi dan Desa

Wisata Naga

Rp. 2.250.000

4. Kepala Bidang Pemasaran
Pariu,isata Dinas Pariwisata
dan Kepemudaan Olah Raga

Koordinator l,okasi FTJ
Area A

Rp. 1.000.000

5 Kepala Bi.dang Industri
Pariwisata dan likonorni
Kreatif Dinas Pari',nisata dan
Kepemudaan Olah Raga

Koordinator Lokasi F*lU
Area B

Rp. 1.000.000

6 Subhan Do. Luthfi, S.STP Kepala Pengelola Rappa
Pelangi Resort

Rp. 1.750.000

7 Rukmini Yusuf, S.Par Staf Administrasi
Keuangan Rappa

Pelansi Resort

Rp. 1.600.000

8 Yqvuk Prihatidini, A.md.Par Staf Administrasi
Keuangan Rappa

Pelanci Resort

Rp. 1.250.000

I Fahmi Idrus, ST Anggota Rappa Pelangi
Resort

Rp. 1.500.000

10 Ali Hasan Anggota Rappa Pelangi
Resort

Rp. 1.250.000

1t M. Rahmat Abd. Karim Anggota Rappa Peiangi
Resort

Rp. 1.25O.000

L2 Sumarni Anggota Rappa Pelangi
Resort

Rp. 1.250.000

11TJ Windah Kurniawati Marwan Anggota Rappa Pelangi
Resort

Rp. 1.250.000

L4 Hairawa[r, SE Anggota Sekretariat Rp. 500.000

15 Hartati Hasan Anggota Lokasi FTJ
Area A

Rp. 500.000

16 Irsan Hamisi Anggota l,okasi FTJ
Area A

Rp. s00.O0o

17 Ulfa Titaheluw Anggota Lokasi FTJ
Area B

Rp. 500.000
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18 Murjana, SS Anggota tokasi FTJ
Area B

Rp. 500.000

1g Masnianti A. Salama, SS Anggota Lokasi FTJ
Area B

Rp" 500.000

'20 Mustar Dahlan Anggota Lokasi FTJ
Area B

Rp. 500.000

'21 Kepala Desa Bobanehena Koordinator Keamaan Rp. 750.000

'2'2 Babinsa Jailolo Keamaan Rp. 300.000

BUPATI BARAT,

UANG

:\ss. Bic1. Administrasi Urnum

I{abag. Hukum & Orgs.
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